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WALIKOTA TEBING TINGGI
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2009
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- WALIKOTA TEBING TINGGI,

Menimbang :a. bahwa dengan ditetapkaannya Peraturan Daerah Kota
Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Tebing Tinggi perlu. meninjau kembali Peraturan Walikota
Tebing Tinggi Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah
Kota Tebing Tinggi karena dipandang tidak sesuai dengan

kondisi dan perkembangan saat ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 54
Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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11.
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3133);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomeor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tebing Tinggi;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kota Tebing Tinggi;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kota Tebing Tinggi;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada
Pemerintah Kota Tebing Tinggi:

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada
Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Tebing Tinggi;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi;

Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 54 Tahun 2010
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi
Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Tebing
Tinggi Tahun (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2009
Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1.

[\

Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambahkan 2 (dua)
ayat baru yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 13
berbunyi:

(1)

(3)

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, segala
bentuk honorarium, insentif, dan penghasilan
lainnya dalam bentuk tambahan pendapatan yang
bersumber dari APBD dihapuskan, kecuali
pemberian honorarium yang didasarkan pada
pertimbangan bahwa keberadaan PNS dalam
kegiatan benar-benar memiliki peranan dan
kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan
kegiatan dimaksud termasuk uang lembur diluar
jam kerja.

Pemberian honorarium yang didasarkan pada
pertimbangan bahwa keberadaan PNS dalam
kegiatan benar-benar memiliki peranan dan
kontribusi nyata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan
kegiatan.

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga Lampiran
I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari
2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Maret 2013

WALIKOTA TEBING TINGGI,
tid.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP
BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepaja Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Magita Saragih



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
9 TAHUN 2013
26 MARET 2013

NOMOR
TANGGAL

No. JABATAN BESARAN TAMBAHAN KET
PENGHASILAN/BULAN
Rp.
1. | Sekretaris Daerah. 9.000.000,-
2. | Asisten. 6.000.000,-
3. | Staf Ahli Walikota. 4.500.000,-
4. | Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, 4.500.000,-
Kepala  Badan, Inspektur  Kota,
Direktur RSUD.
S. |Kabag. di Lingkungan Sekretariat 3.000.000,-
- Daerah Kota, Camat, Direktur AKBID,
Kepala Kantor. '
6. | Sekretaris Dinas/ Badan, Inspektur 2.000.000,-
Pembantu, Wakil Direktur RSUD,
Kabag. pada Sekretariat DPRD, Kabid.
Dinas/Badan, Kabag. dan Kabhid.
RSUD, Kasubbag. di Sekretariat
Daerah Kota, Kuasa BUD, KTU RSUD
7. | Kasubbag./Kasi/Kasubbid. 1.500.000,-
Dinas/Badan/RSUD, Lurah,
Sekretaris Camat, Kabag AKBID
8. | Kasi Kecamatan/ Kelurahan, Sekretaris 1.000.000,-
Lurah, Kepala UPTD
9. | KTU SMA/SMK Negeri 700.000,-
10. | KTU SMP Negeri 600,000, -
WALIKOTA TEBING TINGGI,
ttd.
UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepaja Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Magita Saragih




